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Abstract 
This study aims to analyze the digital citizenship values of people with disabilities in the marketing of local Sasirangan 
products. In today's digital era, social media is not only a place for interaction but also a virtual space for self-expression. 
Vulnerable groups are now starting to utilize social media to be able to participate actively and productively.. This study 
used a qualitative method with a case study of a group of Sasirangan tailors and sellers in Banjarmasin City. Data were 
collected through interviews, direct observation, and documentation of activities on Instagram and TikTok. The results 
show that social media is not only a tool for selling but also a place for vulnerable groups to build community solidarity 
and practice active citizenship. In these digital interactions, the values of mutual cooperation, responsibility, and media 
ethics are applied in the context of the local creative economy. These findings confirm that digital citizenship involves 
social, ethical, and cultural aspects that shape a strong digital citizen identity. This research is expected to provide input 
for the development of citizenship education that is in line with current developments and emphasizes the importance 
of empowering vulnerable groups in the digital space in a sustainable manner. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai kewarganegaraan digital penyandang disabilitas pada pemasaran 
produk lokal Sasirangan. Di era digital saat ini, media sosial bukan hanya tempat untuk berinteraksi, tetapi juga menjadi 
ruang maya untuk mengekspresikan diri. Kaum rentan kini mulai memanfaatkan media sosial agar bisa berpartisipasi 
secara aktif dan produktif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pada kelompok penjahit 
dan penjual Sasirangan di Kota Banjarmasin. Data dikumpulkan lewat wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi 
aktivitas di media sosial Instagram dan Tiktok. Hasilnya menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya alat untuk 
berjualan, tetapi juga tempat bagi kaum rentan untuk membangun solidaritas komunitas, dan menjalankan 
kewarganegaraan yang aktif. Dalam interaksi digital ini, nilai-nilai gotong royong, tanggung jawab, dan etika bermedia 
diterapkan dalam konteks ekonomi kreatif lokal. Temuan ini menegaskan bahwa kewarganegaraan digital melibatkan 
aspek sosial, etis, dan budaya yang membentuk identitas warga digital yang kuat. Penelitian ini diharapkan memberi 
masukan bagi pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan 
menekankan pentingnya pemberdayaan kaum rentan di ruang digital secara berkelanjutan. 
Kata Kunci: Kewarganegaraan, Digital, Disabilitas, Sasirangan. 

 
PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi telah membawa perubahan 

besar terhadap masyarakat dalam 

berinteraksi. Salah satu perubahan penting 

adalah munculnya ruang digital yang 

memungkinkan setiap orang untuk aktif di 

dunia maya. Fenomena ini dikenal sebagai 

kewarganegaraan digital, yaitu partisipasi 

digital yang mengutamakan nilai etika, 

tanggung jawab, dan kepedulian sosial. 
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Namun, tidak semua kelompok masyarakat 

memiliki akses dan kemampuan yang sama 

untuk menggunakan teknologi digital 

terkhusus dalam bidang pemasaran produk. 

Penyandang disabilitas, sebagai salah satu 

kelompok rentan, sering menghadapi 

hambatan berupa keterbatasan akses 

teknologi dan kurangnya keterampilan 

digital. Hal ini membuat mereka sulit untuk 

berpartisipasi secara penuh di dunia digital. 

Di Kota Banjarmasin, kain tradisional 

Sasirangan menjadi produk lokal yang 

memiliki nilai budaya dan ekonomi tinggi. 

Media sosial seperti Instagram dan TikTok 

kini dimanfaatkan oleh penyandang 

disabilitas di kota ini untuk memasarkan kain 

Sasirangan. Aktivitas ini bukan hanya 

membuka peluang ekonomi, tetapi juga 

menunjukkan keaktifan mereka dalam dunia 

digital. Rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah bagaimana nilai-nilai 

kewarganegaraan digital tercermin dalam 

pemasaran kain Sasirangan oleh penyandang 

disabilitas di Banjarmasin. Selain itu, 

penelitian ini berupaya mengetahui 

tantangan dan peluang yang mereka hadapi 

dalam menjalankan peran sebagai warga 

digital yang aktif serta bagaimana hal ini 

memperkuat identitas sosial mereka. 

Pemanfaatan media sosial oleh penyandang 

disabilitas dalam pemasaran kain Sasirangan 

mencerminkan transformasi digital yang 

inklusif di tingkat lokal. Melalui aktivitas 

daring, mereka tidak hanya berperan sebagai 

pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai agen 

perubahan sosial yang menegaskan 

keberadaan dan kontribusi kelompok difabel 

dalam ruang publik digital. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa akses terhadap 

teknologi dapat menjadi sarana 

pemberdayaan dan penguatan partisipasi 

sosial apabila digunakan secara kreatif dan 

produktif. 

Lebih jauh, keterlibatan penyandang 

disabilitas dalam pemasaran digital juga 

mengandung dimensi nilai kewarganegaraan 

digital, seperti tanggung jawab, etika 

komunikasi, serta kesadaran terhadap hak 

dan kewajiban di ruang digital. Melalui 

praktik pemasaran yang menghormati 

keaslian budaya dan memperhatikan etika 

dalam berinteraksi secara daring, mereka 

menunjukkan bentuk nyata dari penerapan 

nilai-nilai kewarganegaraan digital dalam 

konteks ekonomi kreatif lokal. Hal ini 

sekaligus menegaskan bahwa 

kewarganegaraan digital bukan sekadar 

kemampuan teknis, tetapi juga kesadaran 

moral dan sosial dalam menggunakan 

teknologi. 

Selain itu, fenomena ini juga memperlihatkan 

bagaimana teknologi digital menjadi wahana 

bagi penyandang disabilitas untuk 

memperkuat identitas sosial dan budaya 

mereka. Pemasaran Sasirangan di media 

sosial tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan 

ekonomi, tetapi juga sebagai ekspresi 

kebanggaan terhadap warisan budaya 
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Banjar. Dalam konteks ini, media digital 

berperan sebagai ruang kultural baru yang 

memungkinkan proses pelestarian budaya 

berlangsung secara adaptif dan partisipatif, 

sekaligus membuka peluang bagi difabel 

untuk diakui sebagai bagian dari pelaku 

budaya. Aktivitas pemasaran Sasirangan oleh 

penyandang disabilitas di Banjarmasin 

merepresentasikan praktik 

kewarganegaraan digital yang kontekstual 

dan transformatif. Melalui partisipasi aktif di 

ruang digital, mereka tidak hanya 

memperjuangkan kemandirian ekonomi, 

tetapi juga menegaskan eksistensi dan 

kesetaraan dalam masyarakat. 

Namun demikian, partisipasi penyandang 

disabilitas dalam ekonomi digital masih 

menghadapi sejumlah tantangan. 

Keterbatasan akses terhadap perangkat 

teknologi, keterampilan digital yang belum 

merata, serta hambatan sosial dan struktural 

menjadi faktor yang memengaruhi 

efektivitas pemasaran daring. Oleh karena 

itu, dukungan dari pemerintah, lembaga 

pendidikan, dan komunitas lokal menjadi 

krusial dalam menyediakan pelatihan serta 

infrastruktur yang inklusif bagi penyandang 

disabilitas agar dapat berdaya secara digital. 

Penelitian sebelumnya banyak membahas 

kewarganegaraan digital dan pemberdayaan 

kelompok rentan, namun studi yang fokus 

pada peran penyandang disabilitas dalam 

pemasaran produk tradisional menggunakan 

media sosial masih terbatas. Oleh karena itu, 

penelitian ini berusaha mengisi kekosongan 

tersebut dengan memberikan gambaran 

mendalam tentang praktik digital 

penyandang disabilitas dalam pemasaran 

Sasirangan. 

Penelitian ini membatasi pembahasan pada 

pemasaran kain Sasirangan yang dilakukan 

oleh penyandang disabilitas di Banjarmasin 

melalui media sosial. Fokus utamanya adalah 

pada nilai sosial dan moral dalam 

kewarganegaraan digital, bukan aspek teknis 

pemasaran. Menurut Khairunisa dan 

Sundawa (2023), pendidikan 

kewarganegaraan digital tidak hanya 

mengajarkan penguasaan teknologi, tetapi 

juga mengintegrasikan aspek etika, literasi, 

dan keamanan digital dalam pembentukan 

karakter warga negara yang sadar dan 

bertanggung jawab. Hal ini membantu 

membangun kesadaran sosial dan moral 

yang kuat dalam konteks digital, yang sangat 

relevan untuk memperkuat nilai-nilai dalam 

pemasaran digital oleh penyandang 

disabilitas. Tujuan utama penelitian ini adalah 

menganalisis bagaimana nilai 

kewarganegaraan digital terlihat dalam 

kegiatan pemasaran Sasirangan oleh 

penyandang disabilitas. Penelitian juga ingin 

mengidentifikasi faktor sosial yang 

mendukung dan menghambat keterlibatan 

mereka serta bagaimana hal ini membantu 

memperkuat rasa identitas dan solidaritas 

komunitas. Penelitian ini diharapkan dapat 

memebrikan pemahaman yang lebih 
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mendalam tentang bagaimana nilai-nilai 

kewarganegaraan digital berperan dalam 

pemberdayaan kelompok rentan, sekaligus 

menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan 

yang lebih inklusif di era digital, serta 

memberikan manfaat sebagai dasar 

pengembangan program pemberdayaan 

digital khusus bagi penyandang disabilitas, 

terutama dalam pemasaran produk budaya 

seperti kain  Sasirangan. Dengan adanya 

program ini, penyandang disabilitas dapat 

meningkatkan keterampilan digital, 

membuka peluang ekonomi, dan 

memperkuat peran aktif mereka sebagai 

warga digital. Selain itu, hasil penelitian juga 

dapat memperkaya pemahaman pendidikan 

kewarganegaraan dengan perspektif baru 

yang menyoroti peran serta dan tantangan 

kelompok rentan di dunia digital. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Kota 

Banjarmasin, tepatnya di Rumah Disabilitas 

Borneo, yang menjadi salah satu pusat 

produksi kain tradisional Sasirangan, pada 

tahun 2025. Tempat ini dipilih karena aktivitas 

pemasaran Sasirangan yang dilakukan oleh 

penyandang disabilitas dan relevan dengan 

fokus penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif dengan pendekatan deskriptif, 

yang bertujuan untuk menggali dan 

memahami nilai-nilai kewarganegaraan 

digital dalam konteks pemasaran Sasirangan 

oleh penyandang disabilitas. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti untuk memperoleh 

gambaran mendalam terkait pengalaman, 

tantangan, dan praktik sosial digital yang 

berlangsung. 

Penelitian ini menekankan pada upaya 

memahami fenomena secara keseluruhan. 

Dalam hal ini, peneliti berperan sebagai 

instrumen utama yang melakukan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi terhadap 

aktivitas pemasaran kain Sasirangan oleh 

penyandang disabilitas. Wawancara 

bertujuan untuk menggali pemahaman, 

sikap, dan pengalaman para penyandang 

disabilitas dalam berperan sebagai warga 

digital. Observasi dilakukan untuk 

mengamati aktivitas pemasaran yang 

dilakukan melalui media sosial. Studi 

dokumentasi melengkapkan data dengan 

mempelajari materi pendukung seperti 

postingan media sosial. Pendekatan ini dipilih 

karena dapat memahami makna yang muncul 

dari pengalaman secara individu dan 

kelompok, serta menunjukkan nilai-nilai 

kewarganegaraan digital yang terlihat dari 

tindakan nyata mereka di dunia digital 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi partisipatif dan wawancara 

mendalam dengan para pelaku pemasaran 

Sasirangan yang berasal dari kalangan 

penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. 

Selain itu, Analisis dilakukan pada konten 

media sosial seperti Instagram dan TikTok 

untuk memahami cara komunikasi, interaksi 

di dunia digital, dan bagaimana mereka 
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menunjukkan diri mereka. Dengan begitu, 

data yang didapat menggambarkan keadaan 

sosial digital yang asli dan sesuai dengan 

konteks. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

secara interaktif dengan menggunakan 

tahapan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan 

secara berulang untuk memastikan bahwa 

temuan yang dihasilkan benar-benar 

mencerminkan realitas lapangan. Validitas 

data dijaga melalui teknik triangulasi sumber 

dan triangulasi metode, yaitu dengan 

membandingkan hasil wawancara, observasi, 

dan analisis dokumen agar diperoleh 

gambaran yang komprehensif dan dapat 

dipercaya. 

Keabsahan hasil penelitian juga diperkuat 

dengan melakukan pemeriksaan ulang 

kepada informan utama. Langkah ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa hasil dan 

penafsiran peneliti benar-benar sesuai 

dengan pengalaman dan pandangan para 

partisipan. Selain itu, peneliti juga terlibat 

langsung dalam kegiatan komunitas 

penyandang disabilitas, sehingga dapat 

memahami secara lebih mendalam situasi 

sosial dan budaya yang memengaruhi praktik 

pemasaran digital mereka. Dengan cara ini, 

hasil penelitian menjadi lebih akurat, relevan, 

dan mencerminkan kondisi nyata di 

lapangan. 

Secara keseluruhan, pendekatan kualitatif 

deskriptif dalam penelitian ini 

memungkinkan analisis yang mendalam 

terhadap hubungan antara teknologi digital, 

pemberdayaan sosial, dan nilai 

kewarganegaraan digital. Pendekatan ini 

tidak hanya berfokus pada hasil ekonomi dari 

aktivitas pemasaran, tetapi juga menyoroti 

aspek moral, sosial, dan identitas yang 

melekat di dalamnya. Dengan cara ini, 

penelitian diharapkan dapat memberikan 

kontribusi konseptual dan praktis bagi 

pengembangan studi tentang 

kewarganegaraan digital dan pemberdayaan 

kelompok rentan di era transformasi digital. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 

dua jenis, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer diperoleh langsung 

dari penyandang disabilitas yang aktif 

memasarkan kain Sasirangan melalui media 

sosial di Banjarmasin. Sedangkan data 

sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan pemasaran 

Sasirangan, dan hasil penelitian terdahulu. 

Populasi penelitian mencakup seluruh 

penyandang disabilitas yang terlibat dalam 

komunitas Sasirangan yang berjumlah 8 

orang. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling, 

yaitu memilih informan berdasarkan kriteria 

tertentu yang dianggap mampu memberikan 

informasi yang relevan dan mendalam 

tentang fenomena yang diteliti. Kriteria 

utama adalah penyandang disabilitas yang 

aktif dan memiliki akun media sosial. 
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Kajian pustaka dalam penelitian ini dilakukan 

dengan langkah-langkah sistematis untuk 

mendukung pemahaman terkait 

kewarganegaraan digital dan pemberdayaan 

penyandang disabilitas dalam pemasaran 

produk tradisional. Pertama, dilakukan 

pengumpulan data sekunder dari berbagai 

sumber yang relevan, seperti buku, artikel 

jurnal, laporan penelitian, pemberdayaan 

kelompok rentan, dan pemasaran melalui 

media sosial. Data juga dikumpulkan dari 

literatur yang mengulas kain Sasirangan 

sebagai produk budaya dan ekonomi lokal. 

Teknik analisis kajian pustaka yang digunakan 

adalah analisis isi. Proses ini meliputi 

identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi isi dari 

berbagai referensi yang telah dikumpulkan. 

Informasi yang relevan kemudian disusun 

secara sistematis untuk membangun 

kerangka teori dan konsep yang menjadi 

dasar penelitian. Analisis ini juga dilakukan 

dengan membandingkan dan mengkritisi 

temuan dari berbagai sumber, sehingga 

memberikan gambaran yang komprehensif 

dan mendalam tentang topik yang diteliti. 

Kriteria atau standar referensi yang dipilih 

mengutamakan sumber yang kredibel dan 

memiliki kualitas ilmiah baik, seperti jurnal 

dan buku. Referensi yang digunakan bersifat 

mutakhir dan relevan dengan konteks 

penelitian, terutama yang membahas digital 

citizenship, pemberdayaan penyandang 

disabilitas, media sosial, dan pemasaran 

produk tradisional. 

Alur berpikir dalam kajian pustaka dimulai 

dari pemahaman umum tentang 

perkembangan teknologi digital dan konsep 

kewarganegaraan digital, kemudian 

mempersempit fokus pada peran media 

sosial dalam pemberdayaan kelompok 

rentan. Selanjutnya, kajian diarahkan ke 

konteks penyandang disabilitas dan 

bagaimana mereka menggunakan teknologi 

digital untuk pemasaran produk lokal, 

khususnya Sasirangan. Dengan pendekatan 

ini, penelitian dapat membangun dasar teori 

yang kokoh serta menemukan celah-celah 

penelitian sebelumnya yang perlu dilengkapi. 

Keseluruhan proses kajian pustaka ini 

bertujuan untuk memberikan landasan 

konseptual yang jelas dan kuat bagi analisis 

data lapangan, sehingga hasil penelitian 

dapat dipahami dalam kerangka teori yang 

relevan dan kredibel. Langkah ini 

memastikan penelitian memiliki arah yang 

tepat serta memberikan kontribusi substantif 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan 

dan praktik pemberdayaan digital. 

Selain itu, kajian pustaka berfungsi untuk 

mengidentifikasi kesenjangan penelitian 

(research gap) yang belum banyak dikaji oleh 

studi sebelumnya. Pemahaman terhadap 

keterbatasan riset terdahulu memungkinkan 

peneliti untuk menempatkan penelitian ini 

dalam posisi yang strategis, baik dalam 

memperluas teori maupun memperkuat 

praktik empiris. Dengan demikian, penelitian 

tidak sekadar mereplikasi temuan lama, 
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tetapi berupaya menghasilkan perspektif 

baru yang kontekstual dan inovatif. Kajian 

pustaka juga menjadi dasar dalam 

perumusan konsep, variabel, dan indikator 

penelitian. Melalui telaah teoritis yang 

komprehensif, peneliti dapat menyusun 

kerangka berpikir yang logis dan terstruktur, 

sehingga analisis data lapangan memiliki 

dasar ilmiah yang kuat. Keberadaan kerangka 

konseptual ini penting untuk menjaga 

koherensi antara teori, metode, dan hasil 

penelitian. 

Lebih lanjut, kajian pustaka memperkuat 

argumentasi dalam pembahasan hasil 

penelitian. Dengan mengaitkan temuan 

empiris pada teori dan riset terdahulu, 

peneliti dapat menunjukkan relevansi, 

konfirmasi, atau bahkan perbedaan terhadap 

teori yang ada. Proses ini menjadikan 

penelitian bersifat analitis dan reflektif, 

sekaligus memperkaya diskursus ilmiah 

dalam bidang yang dikaji. Selain sebagai 

dasar konseptual, kajian pustaka juga 

berperan dalam menentukan pendekatan 

metodologis yang tepat. Pemahaman 

terhadap berbagai model penelitian 

terdahulu membantu peneliti menilai 

kelebihan dan keterbatasan setiap 

pendekatan, serta menyesuaikannya dengan 

konteks penelitian yang dilakukan. Hal ini 

memperkuat validitas dan reliabilitas hasil 

penelitian. Kajian pustaka berkontribusi 

terhadap penguatan relevansi sosial dan 

akademik penelitian. Melalui integrasi teori 

dan temuan sebelumnya, penelitian dapat 

diposisikan dalam kerangka pembangunan 

ilmu dan praktik pemberdayaan digital yang 

berkelanjutan. Dengan demikian, hasil 

penelitian diharapkan tidak hanya memiliki 

nilai teoretis, tetapi juga memberikan 

dampak nyata terhadap pengembangan 

masyarakat digital yang inklusif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan penelitian ini disusun 

untuk menjawab rumusan masalah tentang 

bagaimana nilai-nilai kewarganegaraan 

digital tergambar pada pemasaran kain 

Sasirangan oleh penyandang disabilitas di 

Banjarmasin. Penelitian menemukan bahwa 

partisipasi penyandang disabilitas tidak 

hanya bersifat ekonomi, tetapi juga 

mencerminkan aktivitas sosial dan moral 

yang aktif di dunia digital. Mereka memakai 

media sosial sebagai ruang untuk 

berinteraksi, membangun solidaritas dan 

menampilkan diri sebagai warga digital yang 

bertanggung jawab dan etis. Chen (2021) 

menyatakan bahwa kewarganegaraan digital 

adalah konsep multidimensi yang melibatkan 

sikap, pengetahuan, dan perilaku yang 

mendukung interaksi yang sehat dan 

bertanggung jawab di komunitas digital. 

Temuan ini menunjukkan bahwa 

kewarganegaraan digital yang dijalankan 

oleh penyandang disabilitas bukan hanya 

sekadar akses teknologi. Aktivitas mereka 

mampu menginternalisasi nilai-nilai etika dan 

tanggung jawab sosial dalam pemasaran 
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Sasirangan. Ini sesuai dengan pandangan 

Castells (2012), yang menekankan pentingnya 

interaksi sosial dan nilai kemanusiaan dalam 

masyarakat jaringan digital. Selain itu, 

temuan ini juga menguatkan teori Ribble 

(2011) yang menyatakan bahwa 

kewarganegaraan digital meliputi sikap dan 

perilaku yang bertanggung jawab dan 

menghormati norma bersama di dunia maya. 

Penelitian ini mengaitkan hasilnya dengan 

studi sebelumnya tentang kesenjangan 

digital dan pemberdayaan kelompok rentan, 

khususnya penyandang disabilitas, seperti 

yang diutarakan Warschauer (2003) dan van 

Dijk (2020). Kendala akses dan kemampuan 

digital nyata adanya Goggin et al (2024), 

seperti halnya di Rumah Disabilitas Borneo, 

hanya 3 dari 8 anggota yang memiliki 

keterampilan digital terhadap pemasaran 

produk sasirangan, walaupun demikian 

Rumah Disabilitas Borneo memiliki media 

tersendiri untuk mengunggah dan 

memasarkan produk di akun mereka, yang 

dikerjakan langsung oleh pihak 

kepengurusan Rumah Disabilitas tersebut. 

Disini,  kreativitas serta dukungan komunitas 

menjadi kunci untuk mengatasi hambatan. 

Konsep pemberdayaan berbasis komunitas 

terbukti efektif untuk memasukkan 

kelompok rentan dalam ruang digital secara 

inklusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Akun Instagram dan Tiktok 
Rumah Dusabilitas Borneo 

 

Dalam konteks Rumah Disabilitas Borneo, 

meskipun tidak semua anggota memiliki 

keterampilan digital secara langsung untuk 

memasarkan kain Sasirangan, adanya 

dukungan dari kepengurusan yang 

mengelola media sosial secara kolektif 

membuktikan pentingnya peran komunitas 

dalam menyediakan akses alternatif. sesuai 

dengan pernyataan Pangrazio (2021) bahwa 

literasi digital dan kewarganegaraan digital 

bersifat kolektif dan mendorong solidaritas 

sosial sebagai dasar dari keterlibatan dalam 

ranah digital. Kreativitas komunitas ini 

memungkinkan produk dapat terus 

dipromosikan dan dipasarkan secara digital 

tanpa harus bergantung pada keterampilan 

individu semata. 

Selain itu, komunitas juga mengedepankan 

aspek solidaritas sosial, di mana anggota 

saling membantu dan berbagi pengetahuan 

agar semua dapat terlibat secara aktif dalam 

dunia digital. Hal ini menunjukkan penerapan 

nilai-nilai kewarganegaraan digital yang 
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inklusif, yakni memastikan partisipasi yang 

adil dan merata di dunia maya, terutama bagi 

kelompok rentan seperti penyandang 

disabilitas. Leung (2018) menekankan bahwa 

untuk memastikan penyandang disabilitas 

bisa ikut berpartisipasi secara penuh dalam 

dunia digital, tidak cukup hanya 

mengandalkan keterampilan teknologi saja. 

Dibutuhkan juga kebijakan dan dukungan 

sosial yang menghilangkan hambatan serta 

diskriminasi, sehingga mereka bisa 

menikmati hak dan kebebasan digital secara 

setara dan bermartabat.  

Dengan begitu, hambatan seperti 

keterbatasan keterampilan dan komunikasi 

di ruang digital tidak menjadi hambatan 

utama karena adanya dukungan dari 

komunitas. Pernyataan van Toorn (2024) 

yakni meskipun seseorang memiliki 

kemampuan menggunakan teknologi digital, 

hal itu belum tentu membuat mereka bisa 

sepenuhnya berpartisipasi dan mendapatkan 

hak yang sama di dunia digital. Pentingnya 

komunitas yang inklusif dalam dunia digital 

tidak bisa dianggap kurang berarti. 

Komunitas ini bukan hanya sebagai tempat 

berkumpul dan berdiskusi, tetapi juga 

menjadi tempat di mana setiap anggota, 

termasuk penyandang disabilitas, mendapat 

bantuan dan dukungan yang mereka 

butuhkan. 

Komunitas yang terbuka ini juga membantu 

menghilangkan rasa takut dan ragu dalam 

menggunakan teknologi digital. Sering kali, 

penyandang disabilitas menghadapi 

tantangan seperti kurangnya informasi atau 

alat yang sesuai kebutuhan mereka. Melalui 

solidaritas sosial, anggota komunitas saling 

berbagi pengetahuan dan pengalaman 

sehingga semua bisa belajar bersama. 

Dengan begitu, hambatan-hambatan teknis 

yang mungkin sulit dihadapi seorang diri 

menjadi lebih ringan karena ada yang 

membantu. 

Selain itu, komunitas yang berlandaskan 

pada nilai inklusivitas ini mampu membangun 

semangat kebersamaan dan hubungan yang 

kuat antar anggotanya. Rasa saling 

menghargai dan peduli tumbuh di dalam 

komunitas sehingga mereka yang awalnya 

merasa terpinggirkan bisa merasa diterima 

dan dihargai. Solidaritas ini membuat 

anggota komunitas semakin percaya diri 

dalam beraktivitas di dunia digital, karena 

mereka tahu bahwa ada dukungan di 

belakang mereka. Dalam dunia digital yang 

semakin berkembang pesat, komunitas 

inklusif berperan penting dalam menjaga 

agar tidak ada yang tertinggal. Kebijakan dan 

dukungan sosial saja tidak cukup jika tidak 

didukung oleh komunitas yang aktif dan 

peduli. Di sinilah komunitas berperan sebagai 

penghubung antara kebijakan dan 

pengalaman nyata di lapangan, membantu 

penyandang disabilitas mengatasi hambatan 

yang mereka hadapi sehari-hari.  

Penting juga untuk memperhatikan bahwa 

kemampuan menggunakan teknologi digital 
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saja tidak menjamin partisipasi penuh dalam 

dunia digital. Seperti yang dikatakan van 

Toorn (2024), ada banyak faktor lain yang 

mempengaruhi. Faktor tersebut bisa berupa 

hambatan komunikasi, kurangnya 

aksesibilitas, atau diskriminasi yang masih 

terjadi di ruang digital. Komunitas inklusif 

membantu meminimalkan hambatan 

tersebut dengan memberikan pendidikan, 

alat bantu, dan dukungan moral bagi 

penyandang disabilitas. Komunitas juga 

memiliki peran dalam mengadvokasi hak-hak 

digital bagi penyandang disabilitas. Mereka 

bisa menjadi suara yang menyuarakan 

kebutuhan dan tantangan yang dialami oleh 

anggota komunitas kepada pihak-pihak yang 

berwenang, seperti pemerintah atau 

perusahaan teknologi. Dengan cara ini, 

kebijakan dan produk digital dapat 

disesuaikan agar lebih ramah dan mudah 

diakses oleh semua orang, tanpa terkecuali. 

Selanjutnya, komunitas menjembatani 

kesenjangan digital yang sering kali muncul, 

terutama di daerah-daerah terpencil atau 

bagi kelompok yang kurang mampu. 

Solidaritas sosial dalam komunitas 

memungkinkan adanya pertukaran sumber 

daya dan dukungan, seperti pelatihan, 

perangkat teknologi, atau informasi tentang 

layanan digital yang tersedia. Dengan 

demikian, penyandang disabilitas di berbagai 

tempat dapat menikmati manfaat digital 

secara merata.  

Keterlibatan komunitas dalam dunia digital 

juga mendorong munculnya inovasi yang 

berfokus pada kebutuhan kelompok rentan. 

Anggota komunitas bisa saling berkolaborasi 

untuk menghasilkan solusi teknologi yang 

lebih inklusif, seperti aplikasi dengan fitur 

aksesibilitas khusus. Inovasi ini tentu akan 

sangat membantu memperkecil kesenjangan 

atau hambatan dalam berpartisipasi di dunia 

digital. Selain itu, loyalitas dan kebersamaan 

yang terjalin dalam komunitas meningkatkan 

kepercayaan diri penyandang disabilitas 

dalam menggunakan teknologi. Mereka tidak 

merasa sendiri menghadapi tantangan, 

melainkan punya teman dan pendukung yang 

siap membantu. Hal ini membantu 

mengurangi stres dan kecemasan yang biasa 

muncul saat menghadapi hal-hal baru dalam 

lingkungan digital. 

Komunitas yang kuat dapat menjadi contoh 

bagi masyarakat luas tentang pentingnya 

inklusivitas dan keadilan digital. Melalui 

aktivitas bersama, edukasi, dan kampanye 

yang dilakukan secara konsisten, kesadaran 

tentang kewarganegaraan digital yang adil 

dapat menyebar luas. Ini penting agar semua 

lapisan masyarakat dapat saling 

menghormati dan mendukung satu sama 

lain, terutama dalam menjalani kehidupan 

yang semakin terhubung secara digital. 

Keberadaan media sosial yang dikelola 

bersama ini juga berfungsi sebagai ruang 

digital yang aman dan nyaman, yang 

memperkuat rasa kebersamaan dan 
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tanggung jawab sosial. Hal ini sejalan dengan 

prinsip kewarganegaraan digital yang 

menekankan etika, tanggung jawab, dan 

partisipasi aktif. Mossberger, Tolbert, dan 

McNeal (2007) menjelaskan bahwa digital 

citizenship menuntut partisipasi masyarakat 

yang bukan hanya aktif dalam mengakses 

teknologi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan 

moral, termasuk tanggung jawab dan etika 

digital yang memperkuat keterlibatan 

masyarakat secara positif dalam komunitas 

online. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

pemberdayaan komunitas tidak hanya 

memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga 

membangun nilai-nilai sosial dan moral yang 

memperkokoh keterlibatan penyandang 

disabilitas dalam pemasaran digital kain 

Sasirangan secara berkelanjutan. 

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa 

pemasaran Sasirangan tidak hanya sekadar 

aktivitas ekonomi, tetapi juga medium untuk 

memperkuat identitas sosial dan hubungan 

solidaritas antar anggota komunitas 

penyandang disabilitas. Hal ini memperluas 

perspektif bahwa ruang digital berfungsi 

sebagai arena sosial dan budaya yang 

mendukung pembangunan identitas kolektif, 

sebagaimana dikemukakan oleh Jenkins et al. 

(2009). Dari sudut pandang kritis, penelitian 

ini menegaskan bahwa teknologi digital bisa 

menjadi alat pemberdayaan yang kuat bagi 

kelompok yang selama ini tersisih, asalkan 

didukung dengan akses memadai dan 

pelatihan yang tepat. Ini memerlukan 

kolaborasi erat antara pemerintah, 

komunitas, dan sektor swasta untuk 

membangun ekosistem digital yang inklusif 

dan berkeadilan. Emejulu dan McGregor 

(2019) menyatakan bahwa kewarganegaraan 

digital harus bisa melihat ketidakadilan yang 

terjadi dalam penggunaan teknologi. Hal ini 

bertujuan agar teknologi bisa digunakan 

dengan cara yang adil, terutama untuk 

membantu kelompok yang selama ini kurang 

diperhatikan.  

Dari sisi kebijakan, temuan ini memberikan 

implikasi penting. Pemerintah dan lembaga 

terkait perlu memastikan tersedianya akses 

teknologi yang mudah dan pelatihan 

keterampilan digital yang disesuaikan 

dengan kebutuhan penyandang disabilitas. 

Kebijakan inklusi digital harus dikuatkan agar 

mampu mengurangi kesenjangan yang ada 

dan memperluas partisipasi aktif dari semua 

kelompok masyarakat, terutama mereka 

yang rentan. Secara lebih luas, penelitian ini 

menegaskan bahwa implementasi 

kewarganegaraan digital tidak bisa terpisah 

dari konteks sosial dan budaya. Pendekatan 

yang mengutamakan nilai solidaritas, 

inklusivitas, dan kreativitas harus menjadi 

bagian inti dalam membangun ruang digital 

yang adil dan ramah bagi semua warga. Hal 

ini menggeser paradigma kewarganegaraan 

digital dari hanya aspek teknis menjadi 

konsep yang lebih holistik. 

Secara keseluruhan, keberadaan komunitas 

inklusif adalah kunci untuk mewujudkan 
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dunia digital yang benar-benar adil, ramah, 

dan dapat diakses oleh semua orang tanpa 

terkecuali. Solidaritas sosial, dukungan, dan 

kolaborasi yang terbangun di dalamnya 

menjadi fondasi agar setiap individu, 

terutama penyandang disabilitas, dapat 

menikmati hak dan kebebasan digital secara 

bermartabat dan setara. 

Dibutuhkan perhatian pada struktur sosial 

dan kebijakan yang mendukung supaya tidak 

ada diskriminasi dan hambatan bagi 

penyandang disabilitas. Warschauer dan 

Matuchniak (2010) menegaskan bahwa 

kesetaraan digital harus dilihat secara 

menyeluruh, meliputi akses, penggunaan, 

dan hasil yang diperoleh, dengan 

memperhatikan faktor sosial dan struktural 

yang memengaruhi keterlibatan digital 

kelompok rentan. Dengan adanya dukungan 

dan lingkungan yang ramah, penyandang 

disabilitas bisa menikmati hak, kebebasan, 

dan ikut aktif dalam kegiatan sosial di dunia 

digital secara setara dan bermartabat.  

Namun, penelitian ini memiliki beberapa 

keterbatasan yang perlu dicermati. Cakupan 

geografis terbatas pada Kota Banjarmasin 

dan fokus hanya pada pemasaran kain 

Sasirangan. Sampel yang digunakan juga 

tidak mewakili semua variasi kondisi 

penyandang disabilitas di Indonesia. 

Keterbatasan ini membatasi kemungkinan 

generalisasi hasil ke wilayah atau konteks 

lain. Pembatasan tersebut membuka peluang 

penelitian lanjutan untuk memperluas 

cakupan wilayah dan jenis produk atau 

aktivitas digital yang diteliti.  

Penelitian lanjutan dapat menggunakan 

pendekatan komparatif untuk mendapatkan 

gambaran yang lebih luas dan mendalam 

tentang praktik kewarganegaraan digital di 

kalangan penyandang disabilitas di berbagai 

daerah. Hal ini sejalan dengan peneltiian yang 

dilakukan oleh Thomas dan Kulasekara (2023) 

yang menunjukkan perlunya penelitian yang 

lebih komprehensif dan cakupan yang lebih 

luas untuk memahami sepenuhnya 

tantangan inklusi digital penyandang 

disabilitas di berbagai konteks geografis dan 

sosial. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 

memberikan gambaran empiris tentang 

aktivitas digital penyandang disabilitas, 

tetapi juga memperkaya wacana akademik 

dan praktik pemberdayaan digital. Studi ini 

mengajak semua pemangku kepentingan 

untuk berkomitmen menciptakan ruang 

digital yang memberdayakan dan ramah bagi 

seluruh warga, terutama mereka yang 

menghadapi keterbatasan sosial maupun 

teknologi. 

KESIMPULAN 

Pemasaran kain Sasirangan yang dilakukan 

penyandang disabilitas di Banjarmasin bukan 

hanya sekedar memenuhi kebutuhan secara 

ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai 

kewarganegaraan digital yang kuat, seperti 

etika, tanggung jawab, kerjasama dan 

kepedulian sosial. Beberapa dari penyandang 
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disabilitas mampu menggunakan media 

sosial sebagai ruang partisipasi aktif yang 

mendukung pemasaran produk sasirangan 

mereka. Meskipun menghadapi 

keterbatasan keterampilan digital, mereka 

tetap menunjukkan kreativitas dan semangat 

tinggi dalam mengatasi hambatan tersebut. 

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa 

konsep kewarganegaraan digital harus 

dipandang secara holistik, tidak hanya dari 

sisi teknis pemanfaatan teknologi, melainkan 

juga dari aspek sosial dan moral. Nilai-nilai 

sosial seperti inklusivitas, solidaritas, dan rasa 

tanggung jawab menjadi bagian penting 

yang memperkuat peran penyandang 

disabilitas sebagai warga digital yang aktif 

dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan 

bahwa teknologi digital dapat menjadi sarana 

pemberdayaan yang efektif bila disertai 

dukungan sosial yang memadai. 

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan 

agar pemerintah, organisasi sosial, dan 

pemangku kepentingan lainnya 

mengembangkan program pemberdayaan 

digital yang inklusif dan berorientasi pada 

kebutuhan khusus penyandang disabilitas. 

Program tersebut harus mencakup 

peningkatan akses teknologi yang ramah 

disabilitas, pelatihan keterampilan digital 

yang sesuai, serta pembentukan jaringan 

dukungan komunitas yang kuat. 

Selain itu, penelitian lanjutan sangat 

diperlukan untuk memperluas cakupan studi, 

baik secara geografis maupun konteks 

kegiatan digital yang diteliti. Studi-studi 

berikutnya dapat menggali lebih dalam 

berbagai variasi praktik kewarganegaraan 

digital dari berbagai kelompok rentan di 

berbagai daerah, sehingga dapat 

memperkaya teori dan praktik 

pemberdayaan digital. Dengan demikian, 

pemahaman dan pengembangan 

kewarganegaraan digital yang inklusif dan 

berkeadilan akan semakin kuat serta relevan 

dengan perkembangan masyarakat di era 

digital. 
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